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SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 63 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
PADA PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,

bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian
penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur penggunaan
tanda nomor kendaraan dinas Pada Pemerintah Kota
Mataram;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, dan dalam
rangka penataan penggunaan kendaraan dinas, maka
Peraturan Walikota sebelumnya perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pada

Pemerintah Kota Mataram.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
KotamadyaDaerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5234);




Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 ),

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 209);

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016
Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah

Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN

DINAS PADA PEMERINTAH KOTA MATARAM.




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

s
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Mataram.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Mataram.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota
Mataram.

Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kota
Mataram yang dipergunakan untuk kepentingan dinas yang
terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas
Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional.

Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan milik
Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk
melaksanakan tugas kedinasan bagi Walikota dan Wakil
Walikota.

Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan milik
Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pimpinan
DPRD dan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan
tugas kedinasan.

Kendaraan Dinas Operasional adalah Kendaraan milik
Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelayanan

operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.




BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka identifikasi,

ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3
Tujuan Peraturan Walikota ini adalah wuntuk kepentingan

protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III
KLASIFIKASI TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
Pasal 4

(1) Tanda nomor kendaraan dinas meliputi :

a. kendaraan perorangan dinas;

b. kendaraan dinas jabatan; dan

c. kendaraan dinas operasional.

(2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan
kode wilayah (huruf DR), nomor polisi (angka), kode/seri
akhir wilayah (huruf AK) dan berbentuk plat aluminium
berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

(3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan untuk :

a. kendaraan perorangan dinas, dipergunakan untuk
melaksanakan tugas kedinasan bagi Walikota dan Wakil
Walikota;

b. kendaraan dinas jabatan, dipergunakan untuk
pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan DPRD
yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris
Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretariat Daerah,
Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat
Daerah, Camat di lingkungan Pemerintah Daerah dan
Pimpinan Instansi Vertikal; dan

c. kendaraan dinas operasional, dipergunakan untuk
pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan

umauinl.




(4) Urutan  pemberian tanda nomor kendaraan  dinas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh

Badan Keuangan Daerah.

BAB IV
BIAYA
Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur

sebagai berikut :

a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah;
dan

b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan

pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor
kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Walikota ini dapat
mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala

Badan.
Pasal 8
Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas

dilaksanakan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Walikota

ini diundangkan.




Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tanda Nomor
Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan
Kendaraan Dinas Operasional (Berita Daerah Kota Mataram

Tahun 2015 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 Desember 2017
&

Y ,kWALIKOTA MATARAMr/

H. AHYARN\BDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAI\h,

/W

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 63
Salinan sesuai dengan aslinya
EEPALA BAGIAN HURKUM,
TTD

MANSUR, 5H, MH
NIF. 197012312002121035




LAMPIRAN
PERATURAEBWALIKOTA MATARAM

NOMOR : <

TAHUN 2017

TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PADA PEMERINTAH KOTA MATARAM

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PADA PEMERINTAH KOTA MATARAM

NO. URAIAN NO. POL BARU KETERANGAN
1 |Walikota DR 1 AK |Pemkot Mataram
2 |Wakil Walikota Mataram DR 2 AK |Pemkot Mataram
3 |Ketua DPRD Kota Mataram DR 3 AK |Pemkot Mataram
4 |Kepala Kejaksaan Negeri Mataram DR 4 AK |Vertikal
5 |Ketua Pengadilan Negeri Mataram DR S AK |Vertikal
6 |Sekretaris Daerah DR 6 AK |Pemkot Mataram
7 |Wakil Ketua DPRD Kota Mataram (1) DR 7 AK |Pemkot Mataram
8 |Wakil Ketua DPRD Kota Mataram (2) DR 8 AK |Pemkot Mataram
9 |Cadangan DR 9 AK [Pemkot Mataram
10 |Inspektur DR 10 AK |Pemkot Mataram
11 |Sekretaris Inspektorat DR 100 AK |Pemkot Mataram
12 |Inspektur Pembantu Wilayah [ DR 101 AK [Pemkot Mataram
13 |Inspektur Pembantu Wilayah II DR 102 AK |Pemkot Mataram
14 |Inspektur Pembantu Wilayah III DR 103 AK [Pemkot Mataram
15 |[Asisten Pemerintahan dan Kesra DR 11 AK |Pemkot Mataram
16 |Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan DR 12 AK [Pemkot Mataram
17 |Asisten Administrasi Umum DR 13 AK |Pemkot Mataram
18 [Sekretaris DPRD DR 14 AK [Pemkot Mataram
19 [Kepala Bagian Umum DR 140 AK |Pemkot Mataram
20 |[Kepala Bagian Persidangan DR 141 AK [Pemkot Mataram
21 |[Kepala Bagian Keuangan DR 104 AK |Pemkot Mataram
22 |[Kepala Bappeda DR 15 AK |Pemkot Mataram
23 |[Sekretaris Bappeda DR 150 AK [Pemkot Mataram
24 |Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya DR 151 AK [Pemkot Mataram
25 |Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah | DR 152 AK |Pemkot Mataram
26 |Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DR 153 AK |Pemkot Mataram
27 |Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia DR 16 AK [Pemkot Mataram
28 |[Sekretaris BKPSDM DR 160 AK |Pemkot Mataram
29 |[Kepala Bidang Pengembangan Aparatur DR 161 AK [Pemkot Mataram
30 |Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan ASN DR 162 AK |Pemkot Mataram
31 |Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Fasilitasi ASN DR 163 AK |Pemkot Mataram
32 |Kepala Dinas Lingkungan Hidup DR 17 AK [Pemkot Mataram
33 |[Sekretaris DR 170 AK |Pemkot Mataram
34 |Kepala Bidang Tata Lingkungan DR 171 AK [Pemkot Mataram
35 |Kepala Bidang Pengolahan Sampah, Limbah dan Limbah B3 DR 172 AK |Pemkot Mataram
36 |Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pencemaran LH DR 173 AK |Pemkot Mataram
37 |Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas SDM LH DR 174 AK |Pemkot Mataram
38 |[Kepala Badan Keuangan Daerah DR 18 AK |Pemkot Mataram
39 |[Sekretaris Badan Keuangan Daerah DR 180 AK |Pemkot Mataram
40 |Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah DR 181 AK |Pemkot Mataram
41 |Kepala Bidang Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data (P4D) DR 182 AK |Pemkot Mataram
42 |Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan DR 183 AK |Pemkot Mataram
43 |[Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan DR 184 AK |Pemkot Mataram
44 |[Kepala Bidang Aset BKD DR 185 AK |Pemkot Mataram
45 |Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan DR 186 AK |Pemkot Mataram
46 |Kepala Pelaksana BPBD DR 19 AK [Pemkot Mataram
47 |Sekretaris BPBD DR 190 AK [Pemkot Mataram
48 |[Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan DR 191 AK |Pemkot Mataram

49 |Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik DR 192 AK |Pemkot Mataram
50 |Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi DR 194 AK |Pemkot Mataram
51 |Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DR 20 AK [Pemkot Mataram
52 |[Sekretaris DR 200 AK |Pemkot Mataram
53 |[Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DR 201 AK [Pemkot Mataram
54 |Kepala Bidang Keluarga Berencana DR 202 AK |Pemkot Mataram
55 |Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DR 203 AK |Pemkot Mataram




NO. URAIAN NO. POL BARU KETERANGAN
56 |Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DR 21 AK [Pemkot Mataram
57 |Sekretaris Kesbangpol DR 210 AK |Pemkot Mataram
58 |Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional DR 211 AK |Pemkot Mataram
59 |Kepala Bidang Politik dan Bina Ideologi DR 212 AK |Pemkot Mataram
60 |Kepala Bidang Seni Budaya, Sosial Ekonomi dan Agama DR 213 AK |Pemkot Mataram
61 |Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DR 22 AK |Pemkot Mataram
62 |Sekretaris DR 220 AK |Pemkot Mataram
63 |Kepala Bidang Pengkajian , Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) DR 221 AK |Pemkot Mataram
64 |Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak DR 222 AK |Pemkot Mataram
65 |Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat DR 223 AK |Pemkot Mataram
66 |Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DR 23 AK [Pemkot Mataram
67 |Sekretaris DR 230 AK |Pemkot Mataram
68 |Kepala Bidang Penelitian Ekonomi, Sosial dan Budaya DR 231 AK |Pemkot Mataram
69 |Kepala Bidang Penelitian SDA, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah DR 232 AK |Pemkot Mataram
70 |Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Daerah DR 233 AK |Pemkot Mataram
71 |Kepala Dinas Pendidikan DR 24 AK |Pemkot Mataram
72 |Sekretaris DR 240 AK [Pemkot Mataram
73 |Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar DR 241 AK |Pemkot Mataram
74 |Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal DR 242 AK [Pemkot Mataram
75 |Kepala Bidang Kebudayaan DR 243 AK |Pemkot Mataram
76 |Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan DR 244 AK [Pemkot Mataram
77 |Kepala Dinas Perhubungan DR 25 AK [Pemkot Mataram
78 |Sekretaris DR 250 AK [Pemkot Mataram
79 |Kepala Bidang Angkutan DR 251 AK [Pemkot Mataram
80 |Kepala Bidang Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas DR 252 AK |Pemkot Mataram
81 |[Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas DR 253 AK [Pemkot Mataram
82 |[Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan DR 26 AK [Pemkot Mataram
83 |Sekretaris DR 260 AK |Pemkot Mataram
84 |Kepala Bidang Pembinaan, Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan DR 261 AK [Pemkot Mataram
85 |Kepala Bidang Arsip Dinamis, Arsip Statis dan Arsip Vital DR 262 AK [Pemkot Mataram
86 |Kepala Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka DR 263 AK [Pemkot Mataram
87 |[Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan DR 264 AK [Pemkot Mataram
88 |Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DR 27 AK |Pemkot Mataram
89 [Sekretaris DR 270 AK [Pemkot Mataram
90 |Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal DR 271 AK [Pemkot Mataram
91 |Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal DR 272 AK |Pemkot Mataram
92 |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan DR 273 AK |Pemkot Mataram
93 |Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DR 274 AK [Pemkot Mataram
94 |Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DR 28 AK [Pemkot Mataram
95 |Sekretaris DR 280 AK [Pemkot Mataram
96 |Kepala Bidang Sumber Daya Air DR 281 AK |Pemkot Mataram
97 |Kepala Bidang Cipta Karya DR 282 AK [Pemkot Mataram
98 |[Kepala Bidang Bina Marga DR 283 AK [Pemkot Mataram
99 |[Kepala Bidang Tata Ruang DR 284 AK |Pemkot Mataram
100 |Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DR 29 AK [Pemkot Mataram
101 [Sekretaris DR 290 AK |Pemkot Mataram
102 |Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DR 291 AK [Pemkot Mataram
103 |Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government DR 292 AK |Pemkot Mataram
104 |Kepala Bidang Persandian dan Statistik DR 293 AK |Pemkot Mataram
105 [Kepala Dinas Kesehatan DR 30 AK [Pemkot Mataram
106 |Sekretaris DR 300 AK [Pemkot Mataram
107 |Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat DR 301 AK |Pemkot Mataram
108 [Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DR 302 AK |Pemkot Mataram
109 |Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan DR 303 AK [Pemkot Mataram
110 [Kepala Dinas Pertanian DR 31 AK |Pemkot Mataram
111 |Sekretaris DR 310 AK |Pemkot Mataram
112 [Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DR 311 AK [Pemkot Mataram
113 |Kepala Bidang Peternakan DR 312 AK [Pemkot Mataram
114 [Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian DR 313 AK [Pemkot Mataram
115 |Kepala Bidang Penyuluhan DR 314 AK [Pemkot Mataram




NO. URAIAN NO. POL BARU KETERANGAN
116 |Kepala Dinas Perikanan DR 32 AK |Pemkot Mataram
117 |[Sekretaris DR 320 AK [Pemkot Mataram
118 |Kepala Bidang Perikanan Tangkap DR 321 AK |Pemkot Mataram
119 |Kepala Bidang Perikanan Budidaya DR 322 AK [Pemkot Mataram
120 |Kepala Dinas Perdagangan DR 33 AK |Pemkot Mataram
121 |Sekretaris DR 330 AK [Pemkot Mataram
122 |Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan DR 331 AK [Pemkot Mataram
123 |Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting DR 332 AK [Pemkot Mataram
124 |Kepala Bidang Kemetrologian DR 333 AK [Pemkot Mataram
125 |Kepala Dinas Pariwisata DR 34 AK |Pemkot Mataram
126 |Sekretaris DR 340 AK |Pemkot Mataram
127 |Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran DR 341 AK |Pemkot Mataram
128 |Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata DR 342 AK |Pemkot Mataram
129 |Kepala Dinas Sosial DR 35 AK |Pemkot Mataram
130 |Sekretaris DR 350 AK |Pemkot Mataram
131 |Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial DR 351 AK |Pemkot Mataram
132 |Kepala Bidang Rehabilitas dan Pelayanan Sosial DR 352 AK |Pemkot Mataram
133 |Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial DR 353 AK [Pemkot Mataram
134 |Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DR 36 AK |Pemkot Mataram
135 [Sekretaris DR 360 AK [Pemkot Mataram
136 |Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk DR 361 AK [Pemkot Mataram
137 |Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil DR 362 AK [Pemkot Mataram
138 |Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data DR 363 AK |Pemkot Mataram
139 |Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DR 37 AK |Pemkot Mataram
140 |Sekretaris DR 370 AK [Pemkot Mataram
141 |Kepala Bidang Perumahan DR 371 AK |Pemkot Mataram
142 |Kepala Bidang Kawasan Permukiman DR 372 AK |Pemkot Mataram
143 |Kepala Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau DR 373 AK [Pemkot Mataram
144 |Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DR 38 AK [Pemkot Mataram
145 [Sekretaris DR 380 AK |Pemkot Mataram
146 |Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undang Daerah DR 381 AK [Pemkot Mataram
147 |Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat DR 382 AK [Pemkot Mataram
148 |Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur DR 383 AK |Pemkot Mataram
149 [Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DR 39 AK |Pemkot Mataram
150 |Sekretaris DR 390 AK |Pemkot Mataram
151 |Kepala Bidang Pembinaan Koperasi DR 391 AK |Pemkot Mataram
152 |Kepala Bidang Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah DR 392 AK |Pemkot Mataram
153 |Kepala Bidang Perindustrian DR 393 AK |Pemkot Mataram
154 [Kepala Dinas Ketahanan Pangan DR 40 AK [Pemkot Mataram
155 |Sekretaris DR 400 AK [Pemkot Mataram
156 |Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan DR 401 AK |Pemkot Mataram
157 |Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan DR 402 AK |Pemkot Mataram
158 |Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan DR 403 AK [Pemkot Mataram
159 |Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga DR 41 AK [Pemkot Mataram
160 |Sekretaris DR 410 AK |Pemkot Mataram
161 |Kepala Bidang Keolahragaan DR 411 AK |Pemkot Mataram
162 |Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DR 412 AK |Pemkot Mataram
163 [Kepala Bidang Kepemudaan DR 413 AK |Pemkot Mataram
164 [Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DR 42 AK [Pemkot Mataram
165 [Sekretaris DR 420 AK |Pemkot Mataram
166 |Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran DR 421 AK |Pemkot Mataram
167 |Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana Prasarana DR 422 AK |Pemkot Mataram
168 [Kepala Dinas Tenaga Kerja DR 43 AK |Pemkot Mataram
169 [Sekretaris DR 430 AK |Pemkot Mataram
170 |Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi DR 431 AK |Pemkot Mataram
171 |Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DR 432 AK [Pemkot Mataram
172 |Direktur Rumah Sakit Umum Daerah DR 44 AK |Pemkot Mataram
173 |Wakil Direktur Bidang Pelayanan DR 440 AK [Pemkot Mataram
174 |Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan DR 441 AK [Pemkot Mataram
175 |Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik DR 45 AK [Pemkot Mataram
176 |Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan DR 46 AK |Pemkot Mataram
177 |Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM DR 47 AK |Pemkot Mataram
178 |Operasional Walikota (I) DR 48 AK [Pemkot Mataram




NO. URAIAN NO. POL BARU KETERANGAN
179 |Operasional Walikota (II) DR 49 AK |Pemkot Mataram
180 |Operasional Wakil Walikota DR 50 AK |Pemkot Mataram
181 |Camat Cakranegara DR 51 AK |Pemkot Mataram
182 |Camat Sandubaya DR 52 AK |Pemkot Mataram
183 |Camat Mataram DR 53 AK |Pemkot Mataram
184 |Camat Selaparang DR 54 AK |Pemkot Mataram
185 |Camat Ampenan DR 50 AK [Pemkot Mataram
186 |Camat Sekarbela DR 56 AK |Pemkot Mataram
187 |Kepala Bagian Umum DR S7 AK |Pemkot Mataram
188 |Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama DR 58 AK |Pemkot Mataram
189 [Kepala Bagian Organisasi DR 59 AK |Pemkot Mataram
190 [Kepala Bagian Perekonomian DR 60 AK |Pemkot Mataram
191 |Kepala Bagian Humas dan Protokol DR 61 AK |Pemkot Mataram
192 |Kepala Bagian Bina Kesra DR 62 AK |Pemkot Mataram
193 |Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah DR 63 AK |Pemkot Mataram
194 |Kepala Bagian Hukum DR 64 AK |Pemkot Mataram
195 [Kepala Bagian Layanan Pengadaan DR 65 AK [Pemkot Mataram
196 |Operasional Ibu Walikota DR 66 AK |Pemkot Mataram
197 |Operasional Ibu Wakil Walikota DR 67 AK |Pemkot Mataram
198 |Operasional Sekda DR 68 AK [Pemkot Mataram
199 |Kepala BNN Kota Mataram DR 69 AK [Vertikal

200 [Kepala BPN Kota Mataram DR 70 AK [Vertikal

201 [Kepala BPS Kota Mataram DR 71 AK |Vertikal

202 [Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram DR 72 AK [Vertikal

203 |Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Mataram DR 73 AK |[Vertikal

204 |Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram DR 74 AK |[Vertikal

205 |Ketua Panwaslu Kota Mataram DR 75 AK |Vertikal

206 |Cadangan DR 76 s/d 99 AK |Pemkot Mataram
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